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Abstract 

This study examines money politics as a representation of patron-client culture in 

elections, focusing on its implications for democratic integrity in Indonesia and other 

developing countries. The primary issue addressed is how money politics, through 

financial incentives, reinforces dependency between political elites and voters, 

undermining fair electoral processes. The research aims to analyze the socio-political 

dynamics of money politics and its impact on democratic governance. Using a qualitative 

approach, the study relies on literature review and secondary data analysis, including 

academic journals, election reports, and media articles. The findings reveal that money 

politics perpetuates systemic corruption, exacerbates social and political inequalities, 

and weakens public trust in democratic institutions. The study concludes that addressing 

money politics requires comprehensive reforms, including stricter campaign finance 

regulations, enhanced political literacy, and stronger democratic institutions. This 

research highlights the importance of understanding money politics within the framework 

of patron-client relationships to develop effective strategies for promoting fair and 

inclusive democratic practices. 
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1. PENDAHULUAN 

Money politic telah menjadi fenomena global yang mengancam integritas proses 

demokrasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini, yang 

sering kali melibatkan pertukaran uang atau barang untuk suara, telah menjadi bagian 

yang sulit dipisahkan dari dinamika pemilu di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa 

money politic tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga merambah ke pemilu 

legislatif, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa (Septiadi et al., 2021; 

Wahyuni et al., 2022; Utami et al., 2020). Normalisasi praktik ini mencerminkan betapa 

money politic telah mengakar dalam budaya politik Indonesia, di mana kandidat sering 

kali menggunakan insentif finansial untuk memenangkan dukungan pemilih. 
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Di Indonesia, money politic bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan masalah 

sistemik yang mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih dalam. Keterlibatan 

uang dalam pemilu telah didokumentasikan secara luas, di mana kandidat kerap 

melakukan transaksi finansial untuk mendapatkan dukungan pemilih (Wiredarme & 

Muttaqin, 2022; Lasu et al., 2023; Aminuddin & Attamimi, 2019). Hal ini menciptakan 

budaya di mana pemilih mengharapkan kompensasi finansial sebagai imbalan atas suara 

mereka, sehingga memperkuat siklus ketergantungan dan korupsi (Syafitri, 2024; 

Khairunissa, 2024; Tawakkal et al., 2020). Dampaknya tidak hanya terbatas pada pemilu 

individu, tetapi juga mengancam kesehatan demokrasi secara keseluruhan, karena prinsip 

pemilu yang bebas dan adil semakin terpinggirkan (Ar et al., 2023; Khoiriyah & 

Syarifudin, 2023). 

Lebih lanjut, money politic telah memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. 

Penelitian menunjukkan bahwa kandidat yang terlibat dalam praktik ini cenderung meraih 

tingkat keberhasilan elektoral yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat yang tidak 

melakukannya (Sapardiyono, 2024; Fernando, 2024; Syauket, 2022). Hal ini 

mengindikasikan bahwa kemenangan pemilu semakin ditentukan oleh sumber daya 

finansial, bukan oleh kualitas kandidat atau kebijakan yang mereka tawarkan. Akibatnya, 

suara pemilih dari kalangan ekonomi lemah sering kali terabaikan, sementara mereka 

yang memiliki akses finansial lebih besar mendominasi proses politik (Hasan et al., 2023; 

Khan, 2023; Harahap & Alfikri, 2023). Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip 

kesetaraan dalam demokrasi, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial dan politik. 

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh adanya hubungan yang erat antara 

money politic dan budaya patron-client. Money politic, yang ditandai dengan penggunaan 

insentif finansial untuk memengaruhi hasil pemilu, sering kali beroperasi melalui jaringan 

patron-client. Dalam hubungan ini, patron (biasanya elit politik atau tokoh berpengaruh) 

memberikan sumber daya atau bantuan ekonomi kepada klien (masyarakat atau pemilih) 

sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas (Chandra, 2022; Masemola & 

Selepe, 2022). Praktik ini semakin menguat dalam konteks di mana lembaga politik 

formal lemah, dan ketimpangan ekonomi tinggi, sehingga masyarakat cenderung 

bergantung pada jaringan informal untuk memenuhi kebutuhan mereka (Pahlevi et al., 

2020; Ranggong et al., 2023). Dengan demikian, money politic tidak hanya merusak 

integritas pemilu, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang timpang, di mana 

akses terhadap sumber daya finansial menjadi penentu utama dalam kompetisi politik. 

Budaya patron-client juga memperkuat praktik money politic dengan menciptakan 

siklus ketergantungan antara elit politik dan masyarakat. Di satu sisi, patron 

memanfaatkan money politic untuk memastikan dukungan elektoral, sementara di sisi 

lain, klien menerima bantuan finansial atau material sebagai bentuk "balas jasa" atas suara 

mereka (Umagapi, 2021; Fardian, 2021). Hal ini terutama terlihat di daerah pedesaan atau 

wilayah dengan tingkat kemiskinan dan literasi politik yang rendah, di mana pemilih lebih 

rentan terhadap praktik politik uang (Pahlevi et al., 2020; Umagapi, 2021). Akibatnya, 
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money politic tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperkuat struktur 

kekuasaan yang timpang, di mana akses terhadap sumber daya finansial menjadi penentu 

utama dalam kompetisi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa money politic bukan 

sekadar masalah individu, melainkan masalah sistemik yang memerlukan pendekatan 

holistik untuk memahami akar permasalahannya. 

Dalam konteks ini, memahami money politic dari perspektif sosiologi politik 

menjadi sangat penting. Money politic tidak hanya sekadar praktik transaksional, tetapi 

juga mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih dalam yang membentuk relasi 

kekuasaan dalam masyarakat. Money politic, yang ditandai dengan penggunaan sumber 

daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilu, memiliki implikasi serius terhadap 

integritas pemilu, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kesehatan institusi demokrasi 

secara keseluruhan (Daud, 2020; Wahyuni, 2023; Septiadi et al., 2021). Di Indonesia, 

praktik ini telah menjadi hal yang normal, di mana pemilih sering kali menerima insentif 

finansial sebagai bagian dari proses pemilu, sehingga mengikis prinsip kesetaraan dan 

keadilan dalam demokrasi (Ranggong et al., 2023; Syauket, 2022). Oleh karena itu, 

pendekatan sosiologi politik diperlukan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan 

relasi kekuasaan memfasilitasi atau menghambat munculnya money politic. 

Money politic sering kali menjadi pemicu munculnya korupsi sistemik, dimana 

aktor politik merasa aman untuk terlibat dalam praktik korupsi tanpa takut akan 

konsekuensi hukum (al., 2023; Satriawan & Ramadhani, 2022). Hal ini menciptakan 

budaya impunitas yang memperparah ketidakadilan sosial dan melemahkan kepercayaan 

publik terhadap institusi politik. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat 

mengidentifikasi akar masalah dan merancang strategi yang lebih efektif untuk 

memerangi korupsi dan memperkuat integritas pemilu. 

Penelitian menunjukkan bahwa banyak pemilih memandang money politic 

sebagai praktik yang wajar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan apatisme dan 

keterasingan dari proses politik ("undefined", 2024; Pahlevi et al., 2020). Normalisasi 

korupsi ini dapat mengurangi tanggung jawab sipil dan melemahkan partisipasi 

demokratis. Oleh karena itu, pendidikan politik dan kesadaran masyarakat menjadi kunci 

untuk memutus siklus money politic dan membangun budaya politik yang lebih sehat 

(Syafitri, 2024; sari, 2023). 

Berdasarkan konteks di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel 

ini adalah: Bagaimana money politic merepresentasikan budaya patron-client dalam 

pemilu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena money politic tidak hanya sekadar 

praktik korupsi, tetapi juga mencerminkan hubungan patron-client yang mendalam dalam 

struktur sosial-politik. Dengan memahami representasi ini, kita dapat mengidentifikasi 

cara-cara untuk memutus siklus ketergantungan dan memperkuat integritas demokrasi. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Money politic 

Money politic, dalam konteks pemilu, merujuk pada penggunaan sumber daya 

finansial untuk memengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini mencakup berbagai bentuk, 

termasuk pembayaran langsung, pemberian barang, dan janji politik yang ditujukan 

kepada pemilih. Menurut Abdiellah (2022), money politic sering kali bersifat 

transaksional, dimana kandidat dengan sumber daya ekonomi yang besar memanfaatkan 

kekayaan mereka untuk mendapatkan dukungan elektoral. Hal ini menciptakan hubungan 

timbal balik antara politisi dan pemilih, di mana suara "dibeli" melalui insentif finansial. 

Wahyuni (2023) menambahkan bahwa money politic telah menjadi bagian yang normal 

dalam lanskap pemilu di Indonesia, di mana pemilih semakin menerima praktik ini 

sebagai bagian dari budaya politik. Normalisasi ini menimbulkan kekhawatiran serius 

tentang etika keterlibatan politik dan integritas proses pemilu. 

Money politic dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang 

tunai, distribusi barang, hingga janji politik. Daud (2020) mengkategorikan praktik ini ke 

dalam pelanggaran administratif, pelanggaran kriminal, dan pelanggaran kode etik 

pemilu, menunjukkan kompleksitas fenomena ini. Misalnya, selama pemilu, kandidat 

sering kali membagikan uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan 

mereka, sebuah praktik yang telah banyak didokumentasikan dalam berbagai konteks 

pemilu (Hasan et al., 2023). Selain itu, janji politik yang sering kali diwujudkan dalam 

bentuk proyek atau manfaat di masa depan juga dapat dianggap sebagai bentuk money 

politic. Fatimah et al. (2023) mencatat bahwa janji-janji ini sering kali tidak terwujud, 

tetapi digunakan sebagai alat untuk memenangkan suara pemilih. Bentuk-bentuk ini 

menunjukkan bahwa money politic tidak hanya terbatas pada transaksi finansial langsung, 

tetapi juga mencakup manipulasi psikologis dan ekspektasi pemilih. 

Dampak money politic terhadap integritas pemilu sangat signifikan. Praktik ini 

dapat merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu "satu orang, satu suara," karena suara 

pemilih dapat dipengaruhi oleh insentif finansial daripada preferensi politik mereka yang 

sebenarnya. Hidayaturrahman et al. (2021) menjelaskan bahwa money politic 

menciptakan budaya klientelisme, di mana loyalitas politik "dibeli" daripada diperoleh 

melalui keterlibatan demokratis yang sehat. Budaya ini tidak hanya mengikis 

kepercayaan publik terhadap institusi pemilu, tetapi juga memperkuat siklus korupsi dan 

ketidakadilan dalam sistem politik. Selain itu, money politic dapat menyebabkan 

kurangnya representasi yang otentik, karena pemilih mungkin merasa terpaksa 

mendukung kandidat berdasarkan insentif finansial, bukan kebijakan atau karakter 

mereka. 

Lebih lanjut, money politic dapat memperburuk ketimpangan dalam partisipasi 

politik. Kandidat dengan sumber daya finansial yang lebih besar sering kali mampu 

mengungguli lawan mereka, menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang. Hal 

ini dapat menghambat kandidat dengan sumber daya terbatas untuk bersaing, sehingga 
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mengurangi keragaman suara dan perspektif dalam pemerintahan. Hidayaturrahman et al. 

(2022) menekankan bahwa money politic menciptakan lingkungan di mana hanya mereka 

yang memiliki dukungan finansial kuat yang dapat bersaing secara efektif, sehingga 

memperkuat dominasi kepentingan elit dalam arena politik. Ketimpangan ini tidak hanya 

merugikan kandidat yang kurang mampu, tetapi juga membatasi pilihan pemilih dan 

melemahkan kualitas demokrasi. 

Untuk mengatasi money politic dan memulihkan integritas pemilu, berbagai upaya 

telah dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan literasi politik dan kesadaran 

masyarakat tentang dampak negatif money politic. Syafitri (2024) menyarankan bahwa 

pendidikan politik dapat memberdayakan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih 

informasional dan menolak praktik korupsi. Selain itu, kerangka hukum yang ketat dan 

mekanisme penegakan yang efektif juga diperlukan untuk membatasi pengaruh uang 

dalam politik. Pahlevi et al. (2020) menekankan pentingnya menetapkan pedoman hukum 

yang jelas dan mekanisme penegakan yang tegas untuk mengatasi tantangan yang 

ditimbulkan oleh money politic. Tanpa upaya ini, money politic akan terus merusak 

integritas pemilu dan melemahkan fondasi demokrasi. 

 

Budaya Patron-client 

Teori patron-client merupakan konsep penting dalam sosiologi politik yang 

menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak: patron (pelindung) dan client 

(klien). Hubungan ini ditandai oleh pertukaran sumber daya, layanan, dan loyalitas, di 

mana patron, yang biasanya memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar, 

memberikan manfaat kepada client, yang pada gilirannya menawarkan dukungan, 

loyalitas, atau layanan. Teori ini sangat berguna untuk memahami dinamika politik, 

terutama dalam konteks di mana institusi formal lemah atau tidak ada (Putri, 2024; 

Masemola & Selepe, 2022). Dalam banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, 

hubungan patron-client sering kali muncul karena konsentrasi sumber daya dan 

kekuasaan di tangan segelintir individu, menciptakan ketergantungan di mana client 

mengandalkan patron untuk dukungan ekonomi dan perlindungan (Marijan et al., 2022). 

Secara historis, hubungan patron-client berakar pada struktur kekerabatan dan 

sosial di mana individu saling mendukung, membangun kepercayaan dan kerja sama yang 

saling menguntungkan (Putri, 2024). Aspek ini menunjukkan bahwa hubungan patron-

client tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga tertanam dalam norma dan sanksi sosial 

yang diatur oleh konteks budaya. Misalnya, di banyak masyarakat pedesaan, patron sering 

kali memegang monopoli atas sumber daya seperti tanah, pendidikan, dan akses 

komunikasi, sementara client bergantung pada patron untuk bertahan hidup dan 

melindungi diri dari otoritas yang mungkin bersifat represif (Chandra, 2022). 

Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang bersifat personal, di mana patron dan 

client terikat oleh kewajiban dan harapan yang kompleks. 
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Hubungan patron-client juga dapat dilihat sebagai bentuk interaksi sosial yang 

bersifat personal, di mana dinamika hubungan dibentuk oleh karakteristik individu dan 

konteks spesifik dari hubungan tersebut (Setiawan, 2024). Sifat personal ini sering kali 

menciptakan jaringan kewajiban dan ekspektasi yang rumit, di mana dukungan patron 

dibalas dengan loyalitas dan dukungan politik dari client. Dalam banyak kasus, hubungan 

ini berjalan paralel dengan struktur politik formal, menciptakan mekanisme pemerintahan 

alternatif yang dapat memengaruhi dinamika kekuasaan lokal (Masemola & Selepe, 

2022). Misalnya, di daerah di mana institusi formal gagal memberikan layanan atau 

keadilan, jaringan patron-client sering kali mengisi kekosongan tersebut dengan 

memberikan dukungan penting kepada masyarakat marginal (Suyono et al., 2021). 

Dalam konteks politik modern, hubungan patron-client telah berevolusi dan 

beradaptasi dengan bentuk-bentuk pemerintahan dan organisasi sosial yang lebih 

kompleks. Di perkotaan, misalnya, hubungan ini dapat muncul dalam bentuk yang lebih 

canggih, di mana patron memanfaatkan jaringan mereka untuk memberikan akses kepada 

client terhadap sumber daya dan peluang yang sebelumnya tidak tersedia (Firzandy, 

2024). Adaptasi ini menunjukkan ketahanan dinamika patron-client dalam menghadapi 

perubahan lanskap politik, sekaligus menegaskan relevansinya dalam memahami relasi 

kekuasaan baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, hubungan ini tidak hanya 

terbatas pada pertukaran ekonomi, tetapi juga mencakup interaksi sosial yang dapat 

memengaruhi perilaku politik dan partisipasi masyarakat (Noak, 2024). 

Implikasi dari hubungan patron-client melampaui interaksi individu dan dapat 

membentuk struktur politik serta praktik pemerintahan yang lebih luas. Di daerah di mana 

klientelisme (clientelism) merajalela, partai politik mungkin mengembangkan strategi 

yang mengutamakan loyalitas personal daripada kebijakan yang berorientasi pada 

program (Auerbach, 2021). Hal ini dapat melemahkan akuntabilitas demokratis dan 

memperkuat siklus ketergantungan, di mana client tetap bergantung pada patron untuk 

kesejahteraan politik dan ekonomi mereka. Selain itu, hubungan patron-client dapat 

memperburuk ketimpangan sosial dengan memusatkan sumber daya dan kekuasaan di 

tangan segelintir elit, sehingga membatasi mobilitas sosial dan memperkuat hierarki yang 

ada (Lei, 2022). Dalam konteks money politic, hubungan ini menjadi semakin kompleks 

karena patron menggunakan sumber daya finansial untuk memengaruhi dukungan politik, 

sementara client menerima insentif sebagai imbalan atas loyalitas mereka. 

Hubungan patron-client dalam konteks money politic dicirikan oleh tiga 

karakteristik utama: asimetri, timbal balik, dan ikatan personal. Asimetri dalam hubungan 

ini tercermin dari ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya, dimana patron 

biasanya memiliki status sosial dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar 

dibandingkan client. Ketergantungan client pada patron untuk dukungan ekonomi, sosial, 

dan politik menciptakan struktur hierarkis yang memperkuat posisi patron (Ortiz, 2022; 

Suyono et al., 2021). Misalnya, dalam pemilu, patron sering kali menggunakan uang atau 

barang untuk "membeli" dukungan dari client, sementara client bergantung pada patron 



103 

SOCIETY: Volume 4, Nomor 2, September 2024 
e-ISSN: 2694-3309 
 
 

untuk bertahan hidup atau memperoleh akses terhadap sumber daya yang terbatas 

(Massenga, 2022; Mengge, 2019). Asimetri ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan 

ekonomi, tetapi juga memperkuat hierarki sosial yang ada, terutama dalam konteks money 

politic. 

Meskipun bersifat asimetris, hubungan patron-client juga ditandai oleh timbal 

balik. Dalam konteks money politic, kedua pihak terlibat dalam pertukaran yang saling 

menguntungkan: patron memberikan sumber daya finansial atau material, sementara 

client menawarkan loyalitas dan dukungan politik (Chandra, 2022; Ortiz, 2022). Timbal 

balik ini menciptakan siklus ketergantungan yang memperkuat hubungan tersebut. 

Sebagai contoh, dalam pemilu, client dapat memobilisasi dukungan untuk patron sebagai 

imbalan atas uang atau barang yang diterima, yang pada gilirannya memperkuat posisi 

dan pengaruh patron (Noak, 2024). Namun, timbal balik ini juga dapat menciptakan 

dinamika eksploitatif, di mana client merasa terpaksa memenuhi tuntutan patron 

meskipun hal itu merugikan kepentingan mereka sendiri (Budiyanti et al., 2020; Yasin & 

Khasbulloh, 2022). 

Selain asimetri dan timbal balik, ikatan personal merupakan elemen kunci dalam 

hubungan patron-client, terutama dalam konteks money politic. Hubungan ini sering kali 

dibangun berdasarkan kepercayaan dan kedekatan emosional, yang memperkuat loyalitas 

dan komitmen antara kedua pihak (Setiawan, 2024; Firdous, 2023). Dalam komunitas 

yang erat, seperti masyarakat pedesaan atau nelayan, patron dan client sering kali 

memiliki hubungan yang melampaui sekadar transaksi ekonomi. Misalnya, patron dapat 

berperan sebagai pelindung atau mentor, yang tidak hanya memberikan dukungan materi 

tetapi juga bimbingan sosial dan spiritual (Mengge, 2019; Khodijah et al., 2023). Ikatan 

personal ini memperkuat stabilitas hubungan, tetapi juga dapat membatasi otonomi client, 

karena mereka mungkin merasa terikat secara emosional untuk memenuhi harapan 

patron, bahkan dalam konteks money politic. 

Ketiga karakteristik ini—asimetri, timbal balik, dan ikatan personal—saling 

memengaruhi dan membentuk dinamika hubungan patron-client dalam konteks money 

politic. Asimetri menciptakan ketergantungan, di mana client bergantung pada patron 

untuk sumber daya finansial atau perlindungan, sementara timbal balik memastikan 

kelangsungan hubungan melalui pertukaran loyalitas dan dukungan politik. Ikatan 

personal memperkuat hubungan ini dengan membangun kepercayaan dan komitmen 

emosional antara kedua pihak. Namun, kombinasi ini juga dapat menimbulkan 

konsekuensi negatif, seperti eksploitasi dan ketidaksetaraan sosial. Misalnya, dalam 

konteks pemilu, patron yang menguasai sumber daya finansial dapat memanfaatkan 

ketergantungan client untuk memaksakan dukungan politik, bahkan jika hal itu 

merugikan kepentingan client (Massenga, 2022). Di sisi lain, ikatan personal dapat 

membuat client merasa sulit untuk keluar dari hubungan yang merugikan, karena mereka 

mungkin merasa berhutang budi atau takut kehilangan perlindungan sosial yang diberikan 

oleh patron (Budiyanti et al., 2020). 
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Praktik patron-client dalam politik, terutama dalam konteks money politic, 

menggambarkan hubungan kompleks di mana patron memberikan sumber daya atau 

manfaat kepada client sebagai imbalan atas dukungan atau loyalitas politik. Dinamika ini 

sering ditemukan di negara-negara berkembang, di mana kerangka institusional mungkin 

lemah atau belum berkembang. Contohnya dapat dilihat di Balochistan, Pakistan, di mana 

elit politik dan birokrat memanfaatkan alokasi sumber daya yang tidak proporsional untuk 

memperkuat jaringan klientelisme. Menurut Ahmed (2023), praktik ini mengarah pada 

manipulasi sumber daya publik untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu, 

merusak tata kelola yang adil, dan memperkuat siklus ketergantungan pada patronase 

untuk kelangsungan politik. Alokasi dana pembangunan yang diskresioner sering kali 

digunakan untuk memperkuat jaringan klientelisme ini, di mana pemimpin politik 

memberikan manfaat kepada konstituen yang loyal sebagai imbalan atas dukungan 

elektoral. Hal ini menunjukkan bagaimana karakteristik asimetri, timbal balik, dan ikatan 

personal dalam hubungan patron-client dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan 

kekuasaan dan pengaruh politik. 

Di Nepal, hubungan antara aktivisme politik mahasiswa dan dinamika patron-

client juga menjadi contoh nyata. Chandra (2022) menjelaskan bahwa pemimpin 

mahasiswa sering bertindak sebagai patron, memberikan dukungan ekonomi dan 

perlindungan kepada rekan-rekan mereka sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan 

politik. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bagaimana klientelisme membentuk 

keterlibatan politik di kalangan pemuda, di mana loyalitas kepada patron sering kali 

mengalahkan ideal demokrasi yang lebih luas. Praktik semacam ini tidak hanya 

memengaruhi hubungan individu tetapi juga membentuk budaya politik dan fungsi 

institusi demokrasi di Nepal. 

Klientelisme juga terlihat dalam konteks kekerasan elektoral, seperti yang 

dijelaskan oleh Berenschot (2019) dalam analisisnya tentang India dan Indonesia. Di 

kedua negara ini, jaringan patronase berfungsi sebagai infrastruktur untuk kekerasan 

elektoral, di mana partai politik memobilisasi pendukung melalui pengaturan 

klientelistik. Dinamika ini tidak hanya memfasilitasi pemeliharaan kekuasaan tetapi juga 

memperkuat siklus kekerasan dan intimidasi, terutama di daerah dengan institusi negara 

yang informal. Keterkaitan antara hubungan patron-client dan kekerasan elektoral 

menunjukkan betapa rapuhnya proses demokrasi di konteks di mana klientelisme 

merajalela. 

Di Hungaria dan Rumania, fenomena klientelisme anggaran (budgetary 

clientelism) juga menjadi contoh nyata. Gherghina dan Volintiru (2023) menjelaskan 

bahwa pemerintah pusat sering terlibat dalam hubungan klientelistik dengan pemimpin 

lokal, yang mengarah pada penyediaan barang publik yang tidak efisien. Pemimpin lokal 

cenderung memprioritaskan kepentingan patron mereka daripada kebutuhan konstituen, 

sehingga memperburuk ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Praktik ini tidak 

hanya melemahkan kualitas tata kelola tetapi juga memperkuat ketergantungan pada 
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patronase, di mana kontrol atas dana publik digunakan untuk mengamankan loyalitas dari 

elit lokal. 

 

Money politic sebagai alat memperkuat hubungan patron-client 

Money politic berperan sebagai mekanisme krusial dalam memperkuat hubungan 

patron-client, terutama dalam konteks di mana dinamika kekuasaan politik terjalin erat 

dengan sumber daya ekonomi. Hubungan ini ditandai oleh sistem pertukaran di mana 

patron memberikan manfaat material—seperti uang, lapangan kerja, atau layanan—

kepada client sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Dinamika patron-

client berakar pada struktur sosio-ekonomi yang menciptakan siklus ketergantungan, 

sehingga memperkuat loyalitas politik dan hierarki sosial (Komarudin & Pramuji, 2023; 

Saha, 2022). 

Secara historis, praktik ini dapat dilacak dalam berbagai konteks budaya dan 

politik. Di Asia Tenggara, khususnya Filipina dan Indonesia, proses demokratisasi justru 

memfasilitasi munculnya jaringan patronase informal yang mengandalkan distribusi 

sumber daya untuk mengamankan dukungan elektoral. Misalnya, di Indonesia, patron 

sering kali membagikan bantuan finansial atau barang kepada masyarakat jelang pemilu 

sebagai "imbalan" atas suara mereka. Hal ini memperkuat ikatan transaksional antara 

politisi dan konstituen, menciptakan ketergantungan yang sulit diputus (Komarudin & 

Pramuji, 2023). Di Filipina, jaringan klientelisme serupa digunakan untuk 

mengonsolidasi kekuasaan di tingkat lokal, di mana patron menjanjikan proyek 

infrastruktur atau bantuan sosial sebagai alat mobilisasi suara (Saha, 2022). 

Peran sumber daya finansial dalam hubungan patron-client sangat dominan, 

terutama di negara dengan institusi formal yang lemah. Di Kenya, misalnya, Omar (2024) 

menunjukkan bahwa patron menggunakan dana pemerintah untuk merekrut client melalui 

penciptaan lapangan kerja atau bantuan tunai. Di daerah dengan ketimpangan ekonomi 

tinggi seperti Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin, distribusi sumber daya oleh patron 

sering kali menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar. 

Sebagai imbalannya, client diharapkan memberikan suara atau dukungan politik, 

menciptakan hubungan timbal balik yang tidak setara (Abheseka, 2019; Omar, 2024). 

Money politic juga memengaruhi cara kampanye politik didanai. Di Nigeria, partai 

politik bergantung pada kontribusi finansial dari pengusaha atau elit kaya untuk 

membiayai kampanye. Ketergantungan ini menciptakan kewajiban bagi politisi terpilih 

untuk membalas budi dengan kebijakan yang menguntungkan patron, seperti pemberian 

izin usaha atau kontrak proyek pemerintah. Praktik ini menggerogoti akuntabilitas 

demokratis, karena kebijakan publik lebih diprioritaskan untuk kepentingan segelintir elit 

daripada masyarakat luas (Sule et al., 2019; "The Politics of Distributing Social 

Transfers", 2022). 
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Lebih lanjut, hubungan patron-client tidak terbatas pada ranah politik—ia 

merambah sektor bisnis dan masyarakat sipil. Di banyak negara berkembang, pengusaha 

besar sering kali menjadi patron bagi politisi dengan menyediakan dana kampanye 

sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan. Contohnya, di Indonesia dan 

Filipina, hubungan ini melahirkan "kapitalisme kroni", di mana kesempatan ekonomi 

didistribusikan berdasarkan kedekatan personal, bukan meritokrasi (Verver et al., 2019; 

Verver & Koning, 2023). 

Aspek sosial-budaya juga memperkuat dinamika ini. Di Tiongkok, pernikahan 

politik digunakan untuk membangun aliansi antara keluarga elit bisnis dan politisi, 

menciptakan ikatan kekeluargaan yang memperkuat jaringan patron-client (Lü et al., 

2022). Di Indonesia, hubungan kekerabatan dan kepercayaan personal menjadi landasan 

klientelisme, di mana patron dianggap sebagai "pelindung" yang wajib dibalas dengan 

loyalitas absolut. 

Dampaknya terhadap tata kelola sangat signifikan. Di Sumatera Selatan, 

misalnya, Putri (2024) menemukan bahwa alokasi dana publik untuk pengelolaan 

perairan sering kali dipolitisasi untuk kepentingan patron, mengabaikan kebutuhan 

masyarakat umum. Hal ini memperparah ketimpangan dan menghambat pembangunan 

berkelanjutan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur 

dan analisis data sekunder. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti 

untuk mengeksplorasi fenomena money politic dan hubungan patron-client secara 

mendalam, dengan fokus pada konteks sosial, politik, dan budaya yang 

melatarbelakanginya (Creswell & Poth, 2018). Studi literatur dilakukan dengan meninjau 

berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemilu, dan artikel media 

yang relevan dengan topik money politic. Data sekunder yang digunakan meliputi 

dokumen resmi, statistik pemilu, dan laporan investigasi yang memberikan gambaran 

komprehensif tentang praktik money politic dalam pemilu (Bryman, 2016). 

Sumber data dalam penelitian ini mencakup publikasi akademis, seperti jurnal 

internasional dan nasional, buku teks, serta laporan dari lembaga pemantau pemilu dan 

organisasi masyarakat sipil. Selain itu, data dari media massa juga digunakan untuk 

melacak kasus-kasus aktual terkait money politic, terutama yang terjadi dalam pemilu di 

Indonesia dan negara lain. Kombinasi sumber data ini memastikan bahwa penelitian 

memiliki landasan empiris yang kuat dan relevan dengan konteks kekinian (Neuman, 

2014). 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten (content analysis) dan 

interpretasi data dengan perspektif sosiologi politik. Analisis konten dilakukan untuk 

mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang muncul dari data teks, seperti praktik money 
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politic dan dinamika patron-client (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, data 

diinterpretasikan melalui lensa sosiologi politik untuk memahami bagaimana money 

politic memengaruhi hubungan kekuasaan, partisipasi politik, dan integritas pemilu. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik fenomena money 

politic dan kaitannya dengan struktur sosial-politik yang lebih luas (Babbie, 2020). 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Money politic dalam Pemilu: Praktik dan Motif 

Money politic, yang ditandai dengan pertukaran insentif finansial untuk dukungan 

politik atau suara, merupakan fenomena global yang memiliki manifestasi berbeda-beda 

di berbagai wilayah, tergantung pada budaya politik, kondisi ekonomi, dan kerangka 

institusional setempat. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga 

menciptakan siklus ketergantungan yang memperkuat hubungan patron-client. Di 

Indonesia, misalnya, money politic sering kali diwujudkan dalam bentuk pembelian suara 

(vote-buying) dan distribusi uang atau barang kepada pemilih. Daud (2020) menegaskan 

bahwa praktik ini bukan sekadar pelanggaran hukum pemilu, melainkan telah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari lanskap politik, di mana kandidat terlibat dalam politik 

transaksional untuk mengamankan suara. Hal ini mengikis integritas proses demokratis 

dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Daud, 2020). 

Di Malaysia, money politic dan korupsi saling terkait erat. Azmi dan Zainudin 

(2020) menjelaskan bahwa pendanaan politik sering kali menjadi sarana bagi elit untuk 

mengamankan kontrol atas sumber daya negara. Ketergantungan pada insentif finansial 

untuk memengaruhi hasil politik menciptakan lingkungan di mana korupsi menjadi 

normalisasi, sehingga memperkuat siklus ketergantungan pada aliran keuangan ilegal 

untuk kesuksesan politik. Adamu (2023) menambahkan bahwa akumulasi kekayaan 

melalui praktik korupsi memperburuk defisit kepercayaan terhadap tata kelola politik, 

yang pada akhirnya menjauhkan warga dari proses politik. 

Di Eropa Timur, money politic mengambil bentuk yang lebih ekstrem. Латковська 

dan Bila-Tiunova (2019) mengungkapkan bahwa pemimpin lokal di negara-negara Eropa 

Timur secara sistematis merusak institusi demokratis melalui penyuapan politik dan 

kontrol atas kebebasan media. Konteks historis pasca-komunis di wilayah ini 

memfasilitasi mundurnya norma-norma demokratis, di mana money politic berkembang 

pesat di tengah lemahnya pengawasan institusional. Hal ini menyebabkan normalisasi 

korupsi, di mana aktor politik menggunakan penyuapan tidak hanya untuk memenangkan 

pemilu tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh atas sumber daya 

publik. 

Di Ukraina, praktik money politic tercermin dalam korupsi yang merajalela, yang 

memengaruhi berbagai tahapan proses pemilu. Korosteleva et al. (2019) menemukan 

bahwa keterkaitan antara koneksi politik dan praktik korupsi secara signifikan merusak 
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kepercayaan publik dan integritas pemilu. Dampaknya sangat serius, karena tidak hanya 

mendistorsi proses demokratis tetapi juga menghambat pembangunan sosial-ekonomi 

dengan mengalihkan sumber daya dari layanan publik. 

Di Afrika, khususnya Afrika Timur, money politic terkait erat dengan 

ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi. Okori (2023) mencatat bahwa Afrika 

Timur mencatat tingkat korupsi tertinggi di benua itu, dengan penyuapan menjadi praktik 

umum di kalangan pejabat publik. Interaksi antara kemiskinan, pengangguran, dan 

korupsi menciptakan lahan subur bagi money politic, di mana warga mungkin merasa 

terpaksa menerima suap atau terlibat dalam praktik korupsi sebagai sarana bertahan 

hidup. Situasi ini diperparah oleh kurangnya tata kelola dan mekanisme akuntabilitas 

yang efektif, yang memperkuat siklus korupsi dan keterpinggiran. 

Di Nigeria, money politic sangat menonjol selama siklus pemilu, di mana kandidat 

menggunakan berbagai bentuk kecurangan, termasuk pembelian suara dan intimidasi. 

Studi Aduda (2021) menunjukkan bahwa tingginya taruhan dalam pemilu mendorong 

aktor politik untuk menggunakan strategi tidak etis, yang merusak proses demokratis dan 

menciptakan budaya impunitas. Lingkungan ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilu 

tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap tata kelola dan kepercayaan 

publik terhadap institusi politik. 

 

Tabel 1. Motif Praktik Money Politik di Berbagai Negara 

No. Negara Motif Referensi 

1 Indonesia 

Mengamankan suara melalui pembelian suara 

(vote-buying) dan distribusi uang/barang; 

politik transaksional untuk memenangkan 

pemilu. 

Daud (2020) 

2 Malaysia 

Mengontrol sumber daya negara melalui 

pendanaan politik; normalisasi korupsi untuk 

kesuksesan politik. 

Azmi & Zainudin 

(2020); Adamu 

(2023) 

3 
Eropa 

Timur 

Merusak institusi demokratis melalui 

penyuapan politik dan kontrol media; 

mempertahankan kekuasaan dan pengaruh 

atas sumber daya publik. 

Латковська & 

Bila-Tiunova 

(2019) 

4 Ukraina 

Merusak kepercayaan publik dan integritas 

pemilu melalui korupsi yang merajalela; 

menghambat pembangunan sosial-ekonomi. 

Korosteleva et al. 

(2019) 

5 
Afrika 

Timur 

Menciptakan ketergantungan pada suap 

sebagai sarana bertahan hidup akibat 

kemiskinan dan pengangguran; memperkuat 

siklus korupsi dan keterpinggiran. 

Okori (2023) 

6 Nigeria 
Menggunakan strategi tidak etis seperti 

pembelian suara dan intimidasi untuk 

Aduda (2021) 
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memenangkan pemilu; menciptakan budaya 

impunitas. 

7 Kenya 

Mengurangi kemampuan warga untuk 

membuat pilihan politik yang informasional 

melalui penyuapan pemilih; menciptakan 

hambatan bagi keterlibatan sipil yang otentik. 

Onyango & Elliott 

(2020); Mwesigwa 

et al. (2022) 

 

Dimensi budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk praktik money 

politic. Di Kenya, Onyango dan Elliott (2020) berargumen bahwa penyuapan pemilih 

mengurangi kemampuan warga untuk membuat pilihan politik yang informasional, 

menciptakan elektorat yang tidak berdaya. Normalisasi penyuapan dalam budaya politik 

menciptakan hambatan bagi keterlibatan sipil yang otentik dan merusak prinsip-prinsip 

tata kelola demokratis. Temuan Mwesigwa et al. (2022) juga menunjukkan bahwa 

pengalaman pribadi dengan penyuapan dapat meningkatkan dukungan terhadap protes 

anti-korupsi, yang mencerminkan hubungan kompleks antara pengalaman warga dan 

keterlibatan politik. 

 

Hubungan Patron-client dalam Konteks Money politic 

Hubungan patron-client dalam konteks money politic menggambarkan interaksi 

kompleks antara sumber daya ekonomi, perilaku politik, dan dinamika sosial. Hubungan 

ini tidak hanya beroperasi pada tingkat individu, tetapi juga mencerminkan struktur 

kekuasaan yang lebih luas dalam sistem politik. Dalam banyak kasus, money politic tidak 

hanya menjadi alat strategis dalam memenangkan pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai 

mekanisme kontrol sosial yang memperkuat dominasi elit politik terhadap kelompok 

masyarakat yang lebih rentan. Fenomena ini terutama terlihat di wilayah-wilayah di mana 

money politic merajalela, di mana kandidat memanfaatkan sumber daya finansial untuk 

mengamankan loyalitas dan suara dari konstituen. Keterlibatan aktor politik dalam 

transaksi berbasis uang ini menciptakan hubungan yang bersifat asimetris, di mana patron 

memiliki kendali atas sumber daya dan klien bergantung pada patron untuk mendapatkan 

keuntungan ekonomi atau sosial. 

Sifat transaksional dari hubungan ini sering kali merusak proses demokratis 

karena pemilih cenderung lebih memprioritaskan manfaat materi jangka pendek daripada 

akuntabilitas politik dan tata kelola jangka panjang (Abdiellah, 2022; Ranggong et al., 

2023). Dalam konteks ini, pemilu tidak lagi menjadi ajang kompetisi gagasan atau 

kebijakan, melainkan pertarungan sumber daya finansial di mana kemenangan kandidat 

bergantung pada kapasitas mereka dalam mendistribusikan uang atau barang kepada 

pemilih. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, di mana 

masyarakat secara sistematis dibentuk untuk mengharapkan insentif finansial sebagai 

bagian dari dinamika elektoral. 
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Di Indonesia, money politic telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap 

pemilu. Kandidat sering kali menggunakan insentif finansial untuk memengaruhi 

preferensi pemilih, mencerminkan budaya klientelisme di mana suara "dibeli" dengan 

uang atau barang. Fenomena ini semakin diperparah oleh tingginya angka kemiskinan 

dan rendahnya literasi politik masyarakat. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Indonesia menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, terdapat lebih dari 2.000 laporan 

kasus dugaan money politic, dengan mayoritas kasus melibatkan distribusi uang tunai 

kepada pemilih di daerah pedesaan dan perkotaan yang rentan secara ekonomi (Bawaslu, 

2020). 

Selain itu, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 

mengungkapkan bahwa sekitar 40% pemilih mengaku pernah ditawari uang atau barang 

oleh kandidat atau tim sukses dalam masa kampanye pemilu. Praktik ini tidak hanya 

terjadi pada tingkat nasional tetapi juga dalam pemilihan kepala daerah dan bahkan 

pemilihan kepala desa, di mana kontestasi politik semakin bergantung pada kemampuan 

finansial kandidat dibandingkan kualitas kebijakan yang mereka tawarkan (LSI, 2022). 

Ketergantungan pada uang dalam politik tidak hanya mendistorsi hasil pemilu 

tetapi juga memperkuat siklus ketergantungan, di mana pemilih terus-menerus mencari 

imbalan finansial dari aktor politik. Hal ini mengikis fondasi keterlibatan demokratis dan 

tanggung jawab sipil, karena pemilih lebih berorientasi pada keuntungan sesaat 

dibandingkan dengan kebijakan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

mereka (Nurdin, 2024; Pinem, 2023; Suryaningsi, 2024). Dengan demikian, money 

politic di Indonesia bukan hanya sekadar strategi elektoral, tetapi telah menjadi bagian 

dari struktur sosial-politik yang memengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi 

pemerintahan. 

Selain itu, hubungan patron-client dalam politik elektoral di Indonesia juga 

diperkuat oleh lemahnya institusi politik dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu 

yang dianggap tidak adil. Banyak pemilih merasa bahwa memilih kandidat berdasarkan 

program atau kebijakan tidak akan memberikan keuntungan nyata bagi mereka. Sebagai 

akibatnya, mereka lebih cenderung untuk menerima tawaran insentif finansial sebagai 

satu-satunya bentuk keuntungan yang dapat mereka peroleh dari partisipasi politik 

(Rahmaddani, 2023; Kania, 2023). Hal ini semakin memperparah peran money politic 

dalam memengaruhi perilaku pemilih, di mana keputusan politik tidak lagi didasarkan 

pada rasionalitas kebijakan, tetapi lebih pada kepentingan ekonomi jangka pendek. 

Secara keseluruhan, hubungan patron-client yang diperkuat oleh money politic 

menciptakan siklus merugikan yang merusak tata kelola demokratis dan memperkuat 

korupsi. Ketergantungan pada insentif finansial untuk mengamankan loyalitas politik 

tidak hanya mendistorsi hasil pemilu tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap 

institusi politik. Oleh karena itu, mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh money 

politic memerlukan reformasi komprehensif yang bertujuan meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan keterlibatan sipil. Ini termasuk menerapkan regulasi pendanaan 
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kampanye yang lebih ketat, meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif 

money politic, dan membangun budaya politik yang mengutamakan perilaku etis dan 

representasi yang otentik (Rahmaddani, 2023; Pinem, 2023; Suryaningsi, 2024). 

 

Implikasi Money politic terhadap Demokrasi 

Dampak money politic terhadap kualitas demokrasi sangat kompleks dan 

beragam, mencakup korupsi sistemik, ketimpangan representasi politik, serta penurunan 

kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Salah satu dampak utama dari money 

politic adalah meningkatnya tingkat korupsi dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari 

pencalonan kandidat hingga pendanaan kampanye. Biyo (2023) menekankan bahwa 

korupsi yang dipicu oleh money politic dapat merusak representasi politik dan partisipasi 

pemilih, sehingga melemahkan legitimasi hasil pemilu. Kandidat yang terlibat dalam 

praktik korupsi cenderung lebih fokus pada kepentingan finansial mereka sendiri 

dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. 

Selain korupsi, dominasi korporasi dalam pendanaan politik juga memperburuk 

ketimpangan dalam demokrasi. Nyberg (2021) menjelaskan bahwa aktivitas politik 

korporasi (corporate political activities, CPA) sering kali mengesampingkan kepentingan 

warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini menciptakan 

ketidakadilan dalam representasi politik, di mana kepentingan ekonomi besar lebih 

diutamakan dibandingkan aspirasi masyarakat umum. Akibatnya, kebijakan publik lebih 

banyak mengakomodasi kepentingan elit ekonomi daripada kebutuhan sosial yang lebih 

luas. 

Dampak lainnya adalah pengaruh globalisasi finansial terhadap demokrasi, 

terutama di negara berkembang dengan institusi demokrasi yang masih lemah. 

Jędrzejowska-Schiffauer et al. (2020) menunjukkan bahwa dominasi pasar keuangan 

dalam proses politik dapat menggeser prioritas kebijakan dari nilai-nilai demokrasi ke 

kepentingan ekonomi semata. Hal ini mengurangi akuntabilitas pemerintah terhadap 

rakyat, karena pengambilan keputusan lebih didasarkan pada faktor ekonomi 

dibandingkan dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

Selain itu, keterlibatan uang dalam politik juga memengaruhi pola perilaku 

pemilih. Robinson (2022) menemukan bahwa kandidat dengan dukungan finansial besar 

memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dalam pemilu, yang menciptakan 

ketimpangan kompetisi politik. Pemilih sering kali tidak memiliki akses yang sama 

terhadap informasi mengenai kandidat yang kurang memiliki sumber daya finansial, 

sehingga menghambat proses demokrasi yang sehat. 

Terakhir, Karwowski (2022) menyoroti bagaimana finansialisasi politik dapat 

mengikis nilai-nilai demokrasi dengan menempatkan efisiensi ekonomi di atas 

akuntabilitas politik. Negara yang terlalu bergantung pada pasar keuangan untuk 

menentukan arah kebijakan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi 

masyarakat dan keadilan sosial. Fenomena ini memperburuk krisis kepercayaan publik 
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terhadap institusi politik dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang dipilih secara 

demokratis. 

Tabel 2. Dampak money politic terhadap kualitas demokrasi 

No Dampak Deskripsi Referensi 

1 
Korupsi 

Sistemik 

Money politic meningkatkan korupsi 

dalam pemilu, dari pencalonan hingga 

pendanaan kampanye, yang merusak 

legitimasi demokrasi. 

Biyo (2023) 

2 
Ketimpangan 

Representasi 

Dominasi korporasi dalam politik 

mengesampingkan kepentingan 

masyarakat umum dan lebih 

mengakomodasi kepentingan elit 

ekonomi. 

Nyberg (2021) 

3 

Pengaruh 

Globalisasi 

Finansial 

Dominasi pasar keuangan menggeser 

prioritas kebijakan dari demokrasi ke 

kepentingan ekonomi, mengurangi 

akuntabilitas pemerintah. 

Jędrzejowska-

Schiffauer et al. 

(2020) 

4 

Krisis 

Kepercayaan 

Publik 

Finansialisasi politik melemahkan 

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, 

mengurangi kepercayaan terhadap 

institusi demokrasi. 

Karwowski 

(2022) 

 

Secara keseluruhan, money politic berkontribusi terhadap melemahnya kualitas 

demokrasi dengan memperkuat korupsi, mengurangi representasi politik yang adil, serta 

menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Untuk mengatasi dampak 

negatif ini, diperlukan reformasi yang menekankan transparansi dalam pendanaan politik, 

penguatan regulasi terhadap aktivitas politik korporasi, serta peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam proses demokratis. Tanpa langkah-langkah ini, demokrasi akan terus 

berada dalam ancaman akibat dominasi uang dalam politik. 

 

5. PENUTUP 

Money politic, sebagai representasi budaya patron-client dalam pemilu, telah 

menjadi fenomena yang mengakar dalam sistem politik Indonesia dan banyak negara 

berkembang lainnya. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga 

memperkuat ketergantungan masyarakat pada elit politik melalui hubungan transaksional 

yang bersifat asimetris. Money politic memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan 

lemahnya institusi politik untuk menciptakan siklus ketergantungan, di mana pemilih 

mengharapkan insentif finansial sebagai imbalan atas suara mereka. Hal ini mengikis 

prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, dan partisipasi politik yang sehat. 
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Dari perspektif sosiologi politik, money politic mencerminkan dinamika sosial-

politik yang lebih dalam, di mana relasi kekuasaan dibentuk oleh ketergantungan 

ekonomi dan jaringan patron-client. Praktik ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilu 

tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang timpang, di mana akses terhadap sumber 

daya finansial menjadi penentu utama dalam kompetisi politik. Selain itu, money politic 

juga berkontribusi pada korupsi sistemik, ketimpangan representasi politik, dan 

penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup 

reformasi sistemik, peningkatan literasi politik, dan penguatan institusi demokrasi. 

Transparansi dalam pendanaan kampanye, penegakan hukum yang tegas, serta 

pendidikan politik bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk memutus siklus 

ketergantungan dan membangun budaya politik yang lebih sehat. Tanpa upaya serius 

untuk mengatasi money politic, demokrasi akan terus terancam oleh dominasi uang dan 

korupsi, yang pada akhirnya merugikan kualitas tata kelola pemerintahan dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan demikian, memahami money politic sebagai representasi budaya patron-

client bukan hanya penting untuk mengidentifikasi akar masalah, tetapi juga untuk 

merancang strategi yang efektif dalam memperkuat integritas demokrasi dan 

menciptakan sistem politik yang lebih adil dan inklusif. 
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